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enurut sejarahnya, prakondisi ba-

gi dimulainya demokrasi di Athena

adalah semacam emansipasi atau

pembebasan perbudakan (Horn-
blower, 1993). Bagi Raymond Aron {1961),
sebagai satu gagasan sejarah, demokrasi
terkait dengan dua gagasan lainnya, yaitu
gagasan liberalisme dan gagasan nasio-
nalisme atau kosmopolitanisme.

Demokrasi adalah upaya mengurangi
distribusi kekuasaan yang tidak merata,
upaya memperkuat kelas-kelas yarig disub-
ordinasikan melalui pemungutan suara,
perwakilan, peningkatan partisipasi dan
lain-lain di dalam concern politik kolektit
masyarakat {Potter, 1993).

Datam arti yang paling umum dan luas
ada pendapat yang menyatakan bahwa
demokrasi adalah salah satu bentuk pe-
merintahan yang sangat diperlukan bagi
perbaikan hidup warganegara (Shin, 1989),
bahkan ada pula yang beranggapan bahwa
terjadinya kelaparan di benua Afrika bukan
saja disebabkan oleh ketiadaan makanan
tetapi juga kerena langkanya demokrasi.
Kehadiran demokrasi barangkali dapat
memberikan satu kesempatan bagi yang
kelaparan dan yang miskin untuk diketahui
kebutuhan mereka dan permintaan tin-

dakan pemerintah untuk menghilangkannya
(Munslow, 19393).

Menurut Dye (1987: 9-10), pemikiran
tentang demokrasi merefleksikan empat
gagasan berikut ini:

1. Partisipasi rakyat dalam Keputusan
yang membentuk kehidupan individu
dalam suatu masyarakat.

2. Pemerintahan oleh kekuasaan mayori-
tas, yang mengakui hak minoritas un-
tuk berusaha agar menjadi mayoritas.

3. Satu komitmen terhadap kehormatan
(dignity) individu dan pelestarian nilai-
nilai hidup liberal dan kebebasan serta
hak milik.

4. Komitmen kepada kesempatan yang
sama bagi semua individu untuk me-
ngembangkan kemampuan mereka.

Dengan kata lain, demokrasi adalah
sebuah kata yang begitu sering diucapkan.
Namun, makin banyak ia dibahas makin
terasa betapa sulit mencati contoh tentang
negara yang paling memenuhi syarat demo-
krasi, sehingga ada yang berkesimpulan
bahwa hanya di Yunani Kuno saja terdapat
bentuk negara demokrasi yang paling ideal.
Yang lainnya, menganggap Amerika Seri-
katlah sebagai negara yang paling meme-
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nuhi unsur demokrasi. Tetapi ada juga yang
berpendapat, seperti F.C. Turner and M.C.
de Cilley, bahwa demckrasi yang terbaik
adalah di negara-negara yang paling mak-
mur ekonomi, yang kini betjumlah 23 buah.
Dengan kata lain, demikian menurut Aron,
demckrasi hanya terdapat di negara yang
maju dan modern {Aron, 1961).

Memang demokrasi seakan-akan meru-
pakan barang “luks” yang tidak mungkin
terjangkau oleh negara-negara terbelakang
(Bollen, 1980). Demokrasi tidak akan ter-
cipta jika tidak ada pembangunan ekonomi
yang pesat (Aron, 1961; Munslow, 1893).
Kecuali itu, demokrasi bukan sekedar satu
sistem pemerintahan atau seperangkat
aturan main, dan demokrasi akan kecil
artinya tanpa dilengkapi dengan nilai-nilai
yang tepat bagi kehidupan publik yang
petlu dilaksanakan (Nolutshungu, 1882).

Bagi pakar yang menghubungkan de-
mokrasi dengan ketimpangan sosial, se-
perti Lenski dan Jackman berani menga-
jukan hipotesis bahwa dengan mening-
katnya demokrasi akan mengurangi ketim-
pangan di dalam masyarakat (Rubinson
and Quinfan, 1977). Lipset dan Cutright juga
selalu menghubungkan demokrasi dengan
tingkat perkembangan sosial dan ekonomi
tertentu (Neubauer, 1967).

Untuk menilai tingkat demokrasi suatu
negara, demikian Sartori di dalam Interna-
tional Encyclopedia of the Social Science,
ada tiga kriteria yang dapat digunakan.
Pertama, menurut standar minimal, maka
terdapat sekitar separoh negara di dunia
dapat dikelompokkan dalam demokrasi.
Kedua, standar menengah. Jumlahnya ma-
kin mengecil. Ketiga, standar yang tinggi.
Hanya ada sekitar selusin negara demo-
krasi.

Rueschemeyer, Stephens and Step-
hens (1992; 43) menyatakan bahwa konsep
demokrasi konvensional mencakup tiga
aspek: pemilihan wakil rakyat yang ajeg,

bebas dan jujur dengan hak pilih yang sa-
ma dan universal; tanggungjawab aparat
negara kepada parlemen yang dipilih; dan
kebebasan ekspresi dan berkumpul dan
juga perlindungan hak-hak individu mela-
wan tindakan arbitrer negara.

Sedangkan menurut Dahl dan Truman,
seperti dikutip Kelso, demokrasi adalah
proses kembar: kompetisi di antara elite
politik dan bargaining di antara kelompok-
kelompok kepentingan (Kelso, 1978: 3).
Dalam hal ini, kedaulatan rakyat adalah
esensi demokrasi. Memang di dalam de-
mokrasi liberal, prinsip demokrasi adalah
hak yang sama di antara individu-individu

dan keterpercayaan pemimpin terhadap

yang dipimpin (Anglade, 1994). Yang lain-
nya mengajukan konsep tentang dasar de-
mokrasi yang terdiri dari kepentingan, kebe-
basan dan persamaan (Graham, 1986).
Uraian di atas menggambarkan betapa
banyak aspek yang terkait dengan sejarah
lahir, dinamika dan pertumbuhan demo-
krasi, sehingga mempersulit perumusan
demokrasi secara menyeluruh. Kesulitan
ini terutama disebabkan cleh ruang lingkup
yang dicakup demokrasi adalah |uas dan
rumit. Tidak usah jauh-jauh kita berdebat
tentang pengertian demokrasi, Cobalah kita
simak definisi demokrasi yang diutarakan
oleh pencetus gagasan “demokrasi plu-
ralis”, Robert Dahl misalnya, yang me-
rangkum delapan aspek, yaitu kebebasan
membentuk dan mengikuti organisasi; ke-
bebasan ekspresi; hak memilih; kelayakan
menduduki jabatan publik; hak pemimpin
politik untuk berkompetisi guna memper-
oleh dukungan dan suara; sumber informasi
alternatif (pers bebas); pemilu bebas dan
jujur; dan lembaga-lembaga pembuatan ke-
bijakan bergantung pada suara dan ekspresi
pilihan yang lain (Seligman, 1994).
Hampir senada dengan Dahl, pandang-
an Hirschmann berikut ini dapat mengan-
tarkan kita kepada analisis yang iebih jauh
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lagi dalam melihat aktivitas mekanisme
demokrasi: administrasi pembaharuan hu-
kum dan keadilan; masyarakat sipil; hu-
bungan sipil-militer; politik daerah/penilaian
demokrasi; nilai-nilai demokrasi, desentrali-
sasi pemerintah daerah, pemilihan umum,
pemerintahan, hak-hak asasi manusia dan
sipil, latihan kepemimpinan, media massa,
partai politik, pengembangan sektor swasta,
“polling” pendapat umum, lembaga perwa-
kilan, dan persatuan dagang (Hirschmann,
1995).

Cakupan yang lebih luas lainnya dan
yang sering dikutip para pengamat adalah
yang sangat mementingkan Pemilu dan
partai politik sebagai unsur sistem politik
demokratis seperti yang dikemukakan oleh
Down, yang terdiri dari delapan unsur:

1. Partai tunggal (atau koalisi partai-par-
tai) yang dipilih melalui pemilihan rak-
yat untuk menjalankan aparatur peme-
rintahan. :

2. Pemilutersebut diadakan dalam inter-
val waktu tertentu, masa tersebut tidak
dapat diubah senditi oleh partai ber-
kuasa.

3. Semua orang dewasa yang berstatus
penduduk tetap, yang sehat dan me-
netap dilindungi oleh hukum untuk mem-
berikan suara dalam pemilu.

4. Setiap pemilih-hanya memiliki satu hak
suara.

5. Partai manapun yang memperocleh du-
kungan mayoritas berhak mengambil
alih kekuasaan pemerintahan sampai
Pemilu berikutnya.

6. Partai yang kalah dalam Pemilu tidak
pernah mencoba menggunakan keke-
rasan atau cara-cara ilegal untuk meng-
hambat partai yang menang untuk
menduduki jabatan.

7. Partai yang berkuasa tidak pernah
mencoba membatasi kegiatan politik
warganegara atau partai lain sejauh
mereka tidak berusaha menggulingkan

pemerintahan dengan kekerasan.

8. Ada dua atau lebih partai yang ber-
saing untuk mengontrol aparat pe-
merintahan dalam setiap Pemilu {Neu-
bauer, 1967).

Jika kita sederhanakan dari aspek struk-
turalnya, maka menurut Merk! kelengkapan
dan ciri-ciri struktural demokrasi terdiri dari
empat aspek pokok: legitimasi dari rakyat;
politik kompetitif; peranan partai politik; hak-
hak sipil; politik dan sosial. Namun, penye-
derhanaan ini sering dikritik dari berbagai
segi.

Sekadar perbandingan, Mayo menga-
jukan prinsip formal sistem politik demo-
kratik yang meliputi empat unsur, kontrol
rakyat dan tujuan pemilihan umum, persa-
maan politik dan hak memilih, pemilihan
umum efektif dan kebebasan politik, dan
prinsip mayoritas dan batas-batasnya (Ma-
yo, 1960). Plamenaz {1973; 180-203} me-
ngemukakan pandangan yang agak ber-
beda tentang unsur demokrasi, yaitu persa-
maan politik, tanggung jawab politik, Pemilu
bebas dan persaingan bebas antar partai-
partai, adanya warganegara yang terdidik
{(“well-informed’) dan tindakan politik na-
sional, hak-hak pribadi dan hak-hak politik.

Zielonka {1992) menggunakan istilah
pilar demokrasi, yang berisikan: 1) masya-
rakat sipil yang berkembang; 2) adanya
sistemn partai yang stabil; 3) sistem “checks
and balances” antara eksekutif, yudikatif
dan legislatif; dan 4) kemajuan pembaruan
ekonomi yang lebih berorientasi-pasar.

Tampaknya masalah kebebasan dan
persamaan hak merupakan unsur yang pa-
ling penting dalam demokrasi. Dalam kon-
teks ini Leslie Lipson mengutarakan unsur
pelengkap yang belum dikemukakan oleh

banyak pengamat, terutama tentang pem- - - -

berian kesejahteraan dan keadilan sosial

bagi rakyat banyak (Lipson, 1964: 67).
Begitu pula pendapat Magnis Suseno

juga mengajukan satu unsur baru, di sam-
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ping empat unsur lainnya, yaitu negara hu-
kum (Suseno, 1995; 85). Sementara Bollen
memasukkan unsur stabilitas politik seba-
gai tambahan terhadap partisipasi politik.
Kemudian menekankan kebebasan politik
dan kedaulatan rakyat sebagai alat ukur
demokratis atau tidaknya suatu negara
{Bollen, 1980).

Memang tidak mudah menegakkan ta-
tanan demokrasi. Huntington, seperti dikutip
Ray (1995), mengajukan satu daftar yang
berisikan 27 unsur yang mendukung tegak-
nya demokrasi di suatu masyarakat:

1. Tingginya tingkat pertumbuhan ekono-
mi secara keseluruhan.
2. Distribusi pendapatan dan /atau keka-
yaan yang relatif merata.
3. Satu ekonomi pasar.
4. Pembangunan ekonomi dan moder-
nisasi sosial.
5. Satu aristokrasi feodal dalam sejarah
masyarakat bersangkutan.
6. Tiadanya feodalisme di dalam masya-
rakat tersebut.
Satu kaum Borjuis yang kuat.
Satu kelas menengah yang kuat.
Tingkat melek huruf dan pendidikan
yang tinggi.
10. Budaya instrumental daripada budaya
konsumtif.
11. Protestantisme.
12. Pluralisme sosial dan kelompok inter-
mediate yang kuat.
13. Perkembangan pertengkaran politik
sebelum perluasan partisipasi politik.
14. Struktur otoritas demokratis di dalam
kelompok sosial.
15. Hendahnya tingkat kekerasan masya-
rakat (sipil).
16. Rendahnya tingkat polarisasi dan eks-
tremise politik.
17. Komitmen pemimpin politik terhadap
demokrasi.
18. Pengalaman pernah dijajah Inggris.

mN

19. Tradisi tenggang rasa dan kompromi.

20. Pendudukan/penempatan kekuasaan
asing prodemokrasi.

21. Pengaruh dari kekuasaan asing prode-
mokrasi.

22. Kehendak elite untuk menggelinding-
kan bangsa demokratis.

23. Tradisi menghargai hukum dan hak-
hak individu.

24. Homogenitas komunal (etnik, ras dan

agama).

25. Heterogenitas komunat (etnik ras, aga-
ma).

26. Konsensus terhadap nilai-nilai sosial
dan politik.

27. Tiadanya konsensus terhadap nilai-nilai
sosial dan politik.

Coba bandingkan dengan kesiapan
bangsa-bangsa Eropa untuk menerapkan
demokrasi karena didukung oleh delapan
faktor, sebagaimana dibahas Eisenstadt
(1992: 165): a) difusi kekuasaan politik; b)
tingginya tingkat penyerapan pinggiran oleh
pusat dan dari akibat periferi terhadap pusat
kekuasaan; {c) reiatif kecilnya jumlahnya
tumpang tindih antara entitas kelas, etnik,
agama dan politik; 4) otonomi, yang mela-
luinya strata yang berbeda-beda mendekati
kursi kekuasaan; 5) meningkatnya keang-
gotaan dalam elite fungsional dan budaya;
6) otonomi relatif sistem hukum dalam hu-
bungan dengan kawasan politik dan agama;
dan 7) kreativitas sosial dan struktur unik
yang membedakan tiap-tiap kota.

Tetapi demokrasi bukanlah monopoli
milik sesuatu negara. la merupakan satu
konsep yang selalu tumbuh dan dapat di-
berlakukan di mana pun. Tiap negara adalah
laboratorium yang cocok untuk menemu-
kan prinsip demokrasi dan bengke! bagi
pembentukan mesin demokrasi (Sklar,
1887). Sumber inspirasi ide demokrasi bu-
kan datang hanya dari Barat, tetapi juga
dari berbagai tempat, termasuk dari agama
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—Islam, dan juga dari nilai-nilai Indonesia
tradisional (Uhlin, 1995: 9 dan 208).

Evolusi Demokrasi

Demokrasi merupakan satu gejala baru
dan jarang. Sampai abad ke-19 belum ada
satu pemerintahan pun yang layak disebut
demokratis (Lijphart, 1984). Namun demi-
kian, dengan kriteria yang berbeda pan-
dangan orang tentang demokrasi dapat
juga berlainan. Aron, misalnya mengatakan
bahwa sejak abad ke-18 Amerika Serikat
dapat disebut sebagai negara demokratik
(Aron, 1961). Begitu juga Chee, misalnya
menyatakan bahwa sejak tahun 1790 telah
ada tiga negara demokrasi, lalu menjadi
13 buah pada tahun 1900. Kemudian men-
capai 27 pada tahun 1919 (Chee, 1994).
Pandangan Chee ini hampir senada dengan
apa yang diutarakan oleh Huntington, yang
membagi perjalanan demokrasi kepada tiga
gelombang berikut ini.

Menurutnya, gelombang pertama ter-
jadi pada tahun 1820-an bersamaan dengan
meluasnya hak pilih ke dalam jumlah yang
lebih besar bagi kaum pria di Amerika Se-
rikat, dan betlanjut sekitar satu abad hingga
1926, di mana jumiah negara demokrasi
adalah 29 buah. Lalu pada tahun 1922, ke-
tika Mussolini tampil berkuasa maka mun-
cullah kebalikan gelombang pertama se-
hingga pada tahun 1942 hanya tertinggal
12 negara demokrasi.

Kemenangan pihak Sekutu dalam Pe-
rang Dunia |l mengawali gelombang kedua,
yang berakhir pada 1960-an, di mana terjadi
demokratisasi dan mencapai titik puncak-
nya pada tahun 1932 dengan 36 negara
demokrasi. Pada gelombang ini terjadi pula
gejala gelombang kebalikan kedua (1960-
1975), jumlah negara demokrasi kembali
ke angka 30. Kini kita berada di gelom-
bang ketiga yang bermula sejak 1970-an

(Huntington, 1991 dan 1994).

Demokrasi datang untuk melengkapi
masyarakat pasar kompetitif dan negara
liberal (Macpherson, 1972: 9). Demokrasi
tidak dapat dilepaskan dari kapitalisme.
Tanpa demckrasi, kapitalisme tidak mung-
kin berkembang (Jung, 1995). Sebaliknya,
tidak ada demokrasi yang pernah berkem-
bang dalam sistem ekonomi “nonmarket”,
yang notabene adalah kapitalis (Centeno,
1994). Memang, demokrasi selalu bergan-
dengan tangan dengan kapitalisme yang
sudah begitu terkenal dalam wacana politik
Barat. Perkembangan ekonomi—pemba-
ngunan ekonomi yang didorong oleh kepen-
tingan kapital dalam persaingan antara yang
satu dengan yang lain— juga menimbulkan
kebebasan politik dan partisipasi demo-
kratis dalam pemerintahan. Dari kenyataan
inilah demokrasi dan kapitalisme sering
diidentikkan (Rueschemeyer, Stephens and
Stephens, 1992: 1).

Corak demokrasi ditentukan oleh em-
pat faktor, yakni kekohesivan partai-partai
politik; tingkat disiplin kelompok dalam par-
lemen; jumlah fraksionalisme; jumlah “cor-
renti”; frekuensi yang melaluinya perwa-
kilan partai mengubah partai, dan lain-lain
(Linz, 1992).

Macpherson, membagi model demo-
krasi menjadi empat corak: demokrasi pro-
tektif, demokrasi developmental, demokrasi
equilibrium, dan demokrasi partisipatoris
(Macpherson, 1979). Ada lagi yang menyebut
demokrasi pluralis atau majortarian. Kon-
sepsi Dahl tentang demokrasi pluralis ada-
lah yang paling banyak dikutip orang, de-
ngan unsur-unsur: persamaan dalam hak
suara, partisipasi efeklif, pemahaman yang
mencerahkan, kontrol terakhir terhadap agen-
da politik cleh rakyat, cakupannya yang
meliputi semua orang dewasa yang meme-
nuhi syarat (Dahl, 1982: 6).
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Transisi Demokrasi

Menurut Dahl dan Lijphart, seperti
dikutip Rose, demokratisasi adalah proses
bertahap evolusi menuju satu sistem politik
di mana setiap orang memperoleh hak-hak
positif di bidang politik, ekonomi dan sosial
(Rose, 1995), Demokratisasi ditentukan
oleh banyak fakior. Transisi menuju demo-
krasi akan berbenturan dengan komplek-
sitas faktor yang saling berkaitan. Salah
satu faktor utamanya, tentu saja budaya
politik masing-masing negara.

Proses demokratisasi akan terjadi jika
di dalam masyarakat tersedia berbagai
faktor pendukungnya. Dalam hal ini tentu
terkait dengan prasyarat demokrasi seperti
yang dikemukakan oleh Dahl dan Leftwich
seperti tingginya tingkat melek huruf, ko-
munikasi dan pendidikan; kelas menengah
yang mapan dan aman, masyarakat sipil
yang menggemparkan; bentuk-bentuk ke-
timpangan material dan sosial yang relatif
terbatas, dan adanya ideologi masyarakat
sekuler yang luas (Leftwich, 1994).

Demokrasi dapat muncul baik karena
tuntutan intemal dari suatu negara, ataupun
karena paksaan dari luar negara, baik me-
lalui lembaga-lembaga resmi dunia maupun
melalui negara-negara “besar”. Runtuhnya
rezim Komunis di Eropa Timur bukan seka-
dar berarti hancurnya salah satu ideologi
yang paling berkuasa selama tujuh dekade
tetapi juga merupakan kesempatan emas
bagi perjuangan demokratisasi. Inilah yang
disebut tahap transisi menuju demokrasi,
yang untuk kasus Eropa Timur ini dapat
disebut sebagai perubahan internal, baik
karena desakan rakyat — seperti di Po-
landia, maupun karena “didorong” dari atas,
seperti yang dialami Uni Soviet,

Sedangkan yang didorong dari luar,
adalah yang terjadi di Haiti baru-baru ini,
yakni atas bantuan Amerika Serikat, regim
terguling yang disingkirkan militer dapat

mengambil tampuk kekuasaan kembali.
Sejak 1960-an sampai 1980-an Ame-
rika Serikat begitu gigih membantu mene-
gakkan demokrasi di Amerika Tengah me-
lawan gerakan-gerakan kiri melalui bantuan
militer guna melindungi pemerintahan sipil
yang dipilih melalui Pemilu. Kemudian
bantuan meluas kepada pelaksanaan Pe-
milu, konstitusi dan partai politik. Kini pro-
gram ini meliputi upaya memperbarui lem-
baga-lembaga negara, peradilan, parlemen,
pemerintah daerah dan masyarakat sipil,
termasuk dukungan bagi media bebas,
organisasi advokasi masyarakat, serikat
dagang, kelompok lingkungan, pendidikan
warganegara, organisasi wanita, organisasi
hak-hak asasi dan lain-lain {Carothers,
1995). Amerika Serikat, sebagai salah satu
negara adikuasa memang menaruh kepri-
hatinan dalam penegakan demokrasi. Sejak
1898 sampai 1992 negara ini telah mela-
kukan 28 kali intervensi militer. Dalam hal
intervensi ini, dukungan untuk terseleng-
garanya Pemilu adalah yang terpenting,
sebagai bagian tidak terpisahkan dari ke-
bijakkan Clinton yang sangat mendam-
bakan "perluasan demokrasi® di dunia
(Peceny, 1995). :
Huntington (1991) menyebut adanya
lima faktor pendorong munculnya gelom-
bang ketiga demokratisasi, yang dampak-
nya dapat kita saksikan akhir-akhir ini. 1)
masalah legitimasi sistem-sistem otori-
tarian pada tingkat globa!; 2} pertumbuhan
ekonomi global; 3) perubahan dalam
kebijakan-kebijakan Gereja Katolik; 4)
perubahan-perubahan kebifakan Masyara-
kat Eropa, Amerika Serikat dan Uni So-
viet; dan 5) bola salju atau akibat-akibat
demonstrasi dari pelaku demokrasi sebe-
lumnya selama pericde waktu tersebut,
Roberts (1992) mengajukan enam ar-
gumen yang menyebabkan transisi demo-
krasi berpeluang. Pertama, kegagalan ko-
munisme. Kedua, keberhasilan negara-
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negara demokrasi dalam bersaing dengan
negara-negara totalitarian dan otoritarian.
Ketiga, keberhasilan para demokrat dalam
menemukan gerakan mereka berdasarkan
filsafat, sejarah, lembaga dan aspirasi pri-
bumi. Keempat, revolusi komunikasi. Keli-
ma, hancurnya ideologi sebagat kekuatan
politik dominan dan kecocokan pengutama-
an pragmatisme. Dan keenam, lingkungan
internasional yang betul-betu! kondusif bagi
demokratisasi. . ,

Dalam hal ini pandangan Przeworski
patut kita amati, bahwa -demokrasi baru
bisa berkembang jika dipenuhi tiga syarat:
partisipasi spontan dan sukarela; keber-
adaan beberapa mekanisme pembuatan
kebijakan; dan adanya satu Komitmen mo-
ral (Centeno, 1994).

Proses menuju transisi Kini sedang ber-
jalan. Lebih dari 110 negara yang sedang
menjalani proses tersebut. Gejala ke arah
ini tampak, ‘misalnya- adanya komitmen
legal. untuk melakukan keterbukaan, ada-
nya multi-partai, pemilu rahasia dengan hak
pilih universal (Halperin, 1994).

Masalahnya adalah apakah semua
negara mempunyai kemungkinan yang sa-
ma untuk menjadi negara demokratik atau
sebaliknya? Griffith, dengan sudut pan-
dangan kebudayaan mengajukan tujuh
prasyarat untuk tegaknya demokrasi. Yaitu,
mencintai dan meyakini kebebasan; partisi-
pasi aktif dan konstruktif dalam kehidupan
masyarakat; integritas dalam pembahasan/
diskusi: "kewajiban kelompok-kelompok
ekonomi untuk melayani masyarakat; ke-
pemimpinan dan memegang jabatan diang-
gap sebagai kepercayaan masyarakat;
sikap yang menjamin bahwa kegemaran
atau kecintaan akan disalurkan melalui
tujuan-tujuan membangun yang didasarkan
atas keyakinan agama yang menyatukan
kewajiban untuk mencintai dan melayani
melalui pengakuan pengutamaan kepriba-
dian individu; dan persahabatan dan kerja-

sama di antara bangsa-bangsa (Griffith dkk.,
1956).

Proses demokratisasi di masing-ma-
sing negara memiliki corak yang berbeda.
Secara Konseptual, Huntington mengge-
long-golongkan transisi ke arah demokrasi
menjadi empat corak, transformasi, jika
elite mengambil alih kekuasaan dan mem-

_ bawanya kepada demokrasi seperti yang

dialami oleh Spanyol, India, Hongaria dan
Brazil. Kedua, replacement ketika ke-
lompok oposisi mengambil kepemimpinan
membawa negara ke arah demokrasi se-
perti di Jerman Timur, Rumania, argentina
dan Portugal; ketiga, transpfacement, jika
demokratisasi terjadi karena aksi bersama
oleh pemerintah dan kelompok oposisi
misalnya: Polandia, Cekoslovakia, Bolivia
dan Nikaragua; dan keempat, intervensi,
manakala lembaga demokratis dipaksakan
oleh kekuatan dari luar, seperti terjadi di
Jepang, Jerman Barat, Grendada dan Pa-
nama serta contoh di atas Haiti'(lan Sha-
piro, 1893). Sedangkan Millett dalam pe-
ngamatannya terhadap demokratisasi di
negara-negara yang dikuasai oleh Angkatan
Bersenjata di Amerika tengah menyimpul-
kan bahwa masalah utamanya adalah ba-
gaimana mengalihkan pemerintahan ke
tangan sipil secara efektif. Padahal kondisi
nyata negara-negara di lingkungan ini ada-
lah berada di tangan kepemimpinan sipil
yang lemabh, sistem yudisial yang [umpubh,
perjuangan ekonomi, dan kegiatan kriminal
yang merebak akan menyeret negara kem-
bali kepemerintahan otoritarian (Mellitt,
1995). Dalam keadaan demikian, diperlu-
kan oposisi demokratik untuk’ melawan
rezim otoritarian, yang salah satu tugasnya
adalah menciptakan alternatif demokrasi
yang dapat dipercaya (Stepan, 1990).
Keragu-raguan yang sama juga diutara-
kan oleh Goldman yang diambil dari penga-
taman transisi demokrasi di Cina, terutama
karena tidak tersedianya jumlah kelas
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menengah yang besar. Namun demo-
kratisasi di Cina tidak mungkin dihindari,
karena fa bukan merupakan pilihan melain-
kan kepetiuan. Dengan terjepitnya struktur
Leninis maka prospek demokratisasi di
Cina menjadi lebih cerah daripada beberapa
dasawarsa lalu {(Goldman, 1995).
Kekhawatiran terhadap tegaknya de-
mokrasi juga dikemukakan oleh Kolakow-
ski. Ada lima faktor yang mengancam
kelangsungan hidup demokrasi. Pertama,
lemahnya kekuatan Sovietisme, tetapi te-
tap hidup. Kedua, pertumbuhan nasionalis-
me dengki di seluruh dunia. Ketiga, into-
lerensi agama dan aspirasi teokrasi. Keem-
pat, terorisme dan kekerasan kriminal.
Kelima, perubahan jangka panjang yang
mempengaruhi seluruh planet kita.
Memang di mana-mana akan selalu
didapati ancaman terhadap demokrasi.
Aron mensinyalir adanya tiga kekuatan
yang akan menggerogoti demokrasi, yaitu
kaum tradisionalis guna mempertahankan
kekuasaan raja atau kaum aristokrat me-
lawan kaum Borjuis yang membosankan
atau pemerintahan parlementer; kaum
revolusioner sayap kanan, baik fasis atau
nasionalis yang mendasari inspirasi mereka
dari ideologi-ideologi tradisional dan me-
minjam metode mereka dari golongan Kiri
ekstrem; dan golongan sosialis atau Ko-
munis yang mengkamuflase masyarakat
kelas dan dominasi kapitalis dengan harga
yang harus dibayar oleh kelas pekerja di
lembaga-lembaga demokratik {Aron, 1961).
Ancaman terhadap demokrasi malahan
kita jumpai pula di dalam negara yang di-
kenal paling demokratik setama ini, Ame-
rika Serikat. Menurut Hudson ada tujuh
ancaman terhadap detmokrasi di negara ini:
pemisahan kekuasaan, di mana eksekutit
cenderung lebih dominan daripada legislatit
dan fungsi kontrol tidak berjalan efektif;
individualisme radikal; partisipasi, rata-rata
keikutsertaan rakyat dalam Pemilu sekitar

50 persen; Pemilu murahan, yang tidak
menggambarkan potensi rakyat yang sebe-
narnya; kedudukan kalangan bisnis yang
diistimewakan, yang mendominasi proses
politik dan pembuatan kebijakan politik; ke-
timpangan; dan keadaan keamanan negara
{Hudson, 1995).

Di Eropa Tengah, juga terdapat tiga
faktor yang menjadi penghalangnya: situasi
ekonomi yang dalam bahaya; kekhawatiran
retorika rakyat terhadap kampanye politik
untuk pergantian pimpinan; dan kurangnya
atau jeleknya tradisi demokrasi (Zielonka,
1992).

Masih tentang hambatan demokra-
tisasi. Marc F. Platter (1992) dengan'tegas
menyebut adanya dua kekuatan yang dapat
disebut sebagai ancaman dan sekaligus
saingan bagi-demokrasi, yaitu nasionalis-
me, yang cenderung mengkotak-kotakkan:
manusia, dan doktrin agama yang radikal
dan fundamentalis seperti yang terdapat
di negara-negara Islam. Khusus tentang
agama ini, Huntington (1992) juga menyebut
Islam dan Konfusianisme sebagai peng-
halang menuju demokrasi. Sayang, argu-
men Huntington kurang meyakinkan. Khu-
sus tentang Islam, ia hanya melihat reali-
tas negara-negara Islam yang lebih banyak
otoritarian tanpa mengaitkannya dengan
ajaran pokok politik Islam.

Kecuali itu, kita tidak boleh mengabai-
kan adanya elite yang terancam oleh demo-
kratisasi dengan melakukan mobilisasi
massa secara bersaing melalui langkah-
langkah berikut: monopoli informasi dan
aset-aset propaganda, “patronase”, kemak-
muran, keterampilan dan jaringan informasi;
dan kemampuan menggunakan kontrol
lembaga-lembaga politik tradisional guna
membentuk agenda politik dan menyusun
langkah-langkah tawar-menawar politik
(Mansfiel and Snyder, 1995).

Bentuk nyata peralihan menuju demo-
krasi dapat dilihat di Afrika dan Amerika
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Latin. Di Afrika, misalnya Robin Luckham
(1995) menyebut adanya enam jalan yang
ditempuh: pertama, pembaharuan dengan
memodifikasi aturan-aturan konstitusional
yang telah ada; kedua, pengunduran militer
dari kekuasaan secara sengaja atau me-
lalui persetujuan; Ketiga, perampasan ini-
siatif politik oleh kekuatan sosial dan politik
dari luar negara; keempat, hancurnya rejim
otoritarian dan dukungan struktur dari da-
lam; kelima kekalahan rejim politik atau
militer; keenam demokrasi dirundingkan se-
bagai bagian dari mengakhiri konflik senjata
yang berkepanjangan.

Sedangkan Richard Joseph (1992), da-
ri perspektif yang agak berbeda, mengaju-
kan tujuh model transisi menuju demokrasi
di kawasan Afrika. 1) Konferensi nasional
seperti di Benin (Afrika Barat); 2) per-
ubahan pemerintahan melalui Pemilu
demokratis seperti yang terjadi di beberapa
negara Afrika; 3) transisi yang dicaplok,
seperti di Kongo, Madagaskar dan Gabon;
4) Demokrasi terpimpin, yang dilakukan
militer seperti Guinea dan Nigeria; 5) pem-
baruan pembangkangan dan berangsur-ang-
sur seperti di Mali; 6) pengunduran ang-
katan bersenjata yang kalah dalam pemilu
seperti di Afrika Selatan; dan 7) transisi
bersyarat seperti Algeria dan Tunisia.

Pengalaman dari belahan dunia di
Amerika Latin lain pula. Di sini terdapat
peperangan internal, dominasi militer ter-
hadap golongan sipil, penindasan hak-hak
asasi, dan terjadinya ketimpangan ekonomi.
Dengan cara pandang demikian, menurut
Peter Hakim dan A.F. Lowenthal (1991)
diperlukan adanya empat syarat untuk da-
pat tegaknya demokrasi di Amerika Latin.
Pertama, hentikan peperangan dalam nege-
r; kedua, angkatan bersenjata harus tunduk
kepada kontrol pemerintahan sipil; ketiga,
tegakkan hak-hak asasi; keempat per-
baikan ekonomi rakyat.

Pluralisme sosial juga tidak boleh di-
abaikan dalam rangka demokratisasi, ka-
rena di antara keduanya mempunyai jalinan
hubungan yang kuat: 1} pluralisme sosial
sosial mensosilisasikan individu ke dalam
norma-norma demckrasi; 2) pluralisme so-
sial meningkatkan penampilan (eksposure)
individu ke masalah politik dan membantu
meningkatkan partisipasi; 3) pluralisme
memberikan pemimpin alternatif bagi sis-
tem demokrasi; 4) pluralisme sosial mem-
berikan alternatif kebijfakan bagi negara-
negara demokrasi (Conn, 1973).

Memang sama-sama beralasan untuk
bersikap optimis terhadap transisi demokra-
si, seperti Huntington dan kawan-kawan di
atas. Namun, ada juga yang ragu, apakah
perubahan di bidang politik,” ekcnomi dan
sosial akan betul-betul menopang demo-
krasi seperti yang dipersoalkan Pollack dan
Pollack. Tetapi kedua penulis ini lebih yakin
akan berhasil ketimbang gagal, terutama
di negara-negara Eropa Selatan seperti
yang terjadi Spanyol, misalnya penarikan
militer. dari kehidupan politik, hadirnya ja-
ringan masyarakat sipil yang canggih, pem-
bangunan ekonomi yang meroket, menya-
tunya para elite, dan yang tidak pula kalah
pentingnya ialah relatif adanya budaya
politik partisipatif (Pollack and Pollack,
1983).

Dilihat dari sudut ini, Eropa Barat meru-
pakan kawasan yang memiliki kestabilan
demokrasi, dan Karena itu terdapat pula
kedamaian (Kacowicz, 1995).

Berbagai Rintangan

Seperti telah disinggung di atas, demo-
kratis atau tidaknya suatu negara berkaitan
erat dengan tingkat perkembangan eko-
nomi. Dengan demikian, di hampir semua
negara di Dunia Ketiga, perkembangan
demokrasi berada jauh di bawah negara-
negara maju di Barat. Namun, hal ini tidak

104

" UNISIA NO. 36/XXI/1V/1998



Topik: Tinjauan Global: Demokratisasi Menjelang Abad Ke-21, M. Rusli Karim

mutlak. Bahkan di negara Emirat Arab
{teraya nomor enam) dan Singapura (no.
14) situasi demockrasi juga sama dengan
negara-negara Dunia Ketiga lainnya. Ke-
cuali itu justru pertumbuhan ekonomi yang
tinggi terdapat di negara otoritarian, seperti
Korea Selatan dan taiwan serta beberapa
negara Asia Timur lainnya. [ni bisa difa-
hami, mengingat pembangunan ekonomi
memerlukan kepemimpinan yang kempak
atau menyatu dan menentukan (Lijphart,
1891).

Di kawasan ASEAN juga terbukti bah-
wa di negara-negara yang oleh penulis
Barat disebut “tidak demokratik™-lah per-
tumbuhan ekonomi begitu meningkat seperti
di Singapura, Malaysia dan Indonesia (Th-
ompson, 1993). Masalahnya adalah bagai-
mana mengejar pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dengan tidak memasung demokrasi.
Sulit dicari keseimbangan yang harmonis.
Di negara kita juga terasa, bahwa ketika
era Demokrasi Liberal, dengan memberikan
kebebasan yang luas kepada masyarakat,
pembangunan ekonomi “terbengkelai”.
Sebaliknya, pada era Orde Baru, yang ter-
jadi sebaliknya, pembangunan ekonomi ber-
kembang pesat, tetapi demokrasi “tet-
sendal”.

Di sinilah letak dilemanya. Ketim-
pangan ekonomi merupakan penghambat
utama usaha-usaha demokratisasi. Pada-
hal untuk membangun perekonomian diper-
lukan negara yang kuat dan kestabilan
politik, yang berartt akan mengancam
demokrasi. Dilihat dari sisi ini, barangkali
tepat jika Geoff Dow mengajak kita me-
mahami gejala demokrasi tidak hanya dari
satu sudut pandang politik,. Menurutnya
tahapan-tahapan dan bentuk-bentuk de-
mokrasi meliputi empat segi, yakni-demo-
krasi politik, demokrasi sosial, demokrasi
industri, dan demokrasi ekonomi.

Dengan berbagai kenyataan di atas,
jangankan mengusahakan demokrasi yang

benar-benar ideal, memenuhi persyaratan
minimal demokrasi pun begitu sulitnya di
negara-negara Dunia Ketiga, yakni adanya
persaingan pemilu yang ajeg, adanya sis-
tem multipartai, pergantian pemerintahan
secara konstitusional, prosedur pemilihan
umum, dan kekuasaan berdasarkan hukum.
Di negara kita, semua unsur ini sudah ada,
yang diperiukan adalah peningkatan kua-
litatif, memfungsikan lembaga perwakilan
rakyat, memperkuat peran masyarakat
sipil, dan membatasi kekuasaan peme-
rintah.

Namun akhirnya perlu pula disadari,
bahwa sistem politik demokratis bukanlah
sesuatu yang tidak memiliki kelemahan.
Seperti dinyatakan Schmitter dan T.L. Karl
(1991), ada empat sisi negatif demokrasi,
yaitu tidak mesti efisien secara ekonomis
dan administrasi, tidak lebih tertib, konsen-
sus, stabil dan dapat dipimpin dibandingkan
dengan otokrasi yang digantikannya, dan
tidak mesti terbuka secara ekonomi, ken-
datipun terbuka dalam masyarakat dan
kepolitikannya.

Pengamat lainnya melihat sisi lain dari
kacamata dilemanya, yang mencakup
enam aspek, yaitu: 1) hak versus utilitas;
2) “demos” yang lebih inklusif vs. yang
lebih eksklusif, karena dalam prakteknya
setiap rakyat adalah eksklusif; 3) per-
samaan di antara individu-individu vs. per-
samaan di antara organisasi: 4) uniformitas
vs. diversitas; 5) sentralisasi vs. “desen-
tralisasi; 6) konsentrasi vs. dispersi ke-
kuasaan dan sumber-sumber daya politik
(Danhl, 1982: 96-107). Pendapat yang ham-
pir mirip dengan Dahl dikemukakan oleh
Diamend, yakni, ketegangan antara konsen-
sus dan konflik; keterwakilan vs. “governa-
bilitas”; dan perkenan dengan efektivitas.

Ini tidak berarti kita harus mengendor-
kan perjuangan demokratisasi. Sebab de-
mokrasi memang memeriukan perjuangan
dan pengorbanan, bukan merupakan pem-
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berian dari “atas”. Bahkan, seperti dinya-
takan Sartori bahwa demokrasi bukan
sekedar cita-cita melainkan harus dima-
nifestasikan di dalam kehidupan nyata
{Sartori, 1987: 8). Yang menjadi masalah
tentu menyangkut corak demokrasi yang
didambakan, karena, seperti ditegaskan
Hirst, demokrasi liberal pun tidak mampu
menjawab seluruh tantangan yang dihadapi-
nya. Institusinya gagal melakukan adaptasi
terhadap perubahan dunia politik (Hirst,
1994). Maka, di samping beberapa syarat
di atas, demokrasi memerlukan berbagati
perangkat penopangnya, yang oleh Schmit-
ter dan Karl {(1991) dirumuskan menjadi
delapan aspek berikut: pemimpin, public
realm, warganegara, kompetisi, Pemilu
yang ajeg, penilaian mayoritas, kerjasama
dan keterwakilan. Whyte melengkapi syarat
ini dalam bentuk yang lebih rumit, yakni:
tradisi hukum yang berkembang baik, di
mana pemerintahan didirikan atas hukum
dan bukan atas manusia; satu masyarakat
yang sangat komersial dan ekonomi uang
dengan hak milik pribadi, yang akan men-
jaga konsepsi persamaan di depan pasar
dan hukum serta beberapa otonomi berha-
dapan dengan hegara; adanya sumber ke-
kuasaan yang bebas dan sumber nilai dan
keyakinan yang otonom, terjelma dalam
berbagai bentuk sosial' kaumn borjuis yang
besar dan tumbuh danfatau kelas mene-
ngah dan konflik antara kelas tuan tanah
dan komersial; dan konsepsi warganegara
universal, adanya perkumpulan otonom un-
tuk mewadahi varian masyarakat termasuk
masyarakat sipil (Whyte, 1992).

Akhirnya, tidak bermaksud menyimpul-
kan uraian deskriptif ini. Namun yang pasti,
lebih banyak “pakar’ yang berpandangan
optimistik dalam melihat trend perkem-
bangan demokratisasi sampai pertengahan
dekade terakhir abad ke-20 ini. Dengan kata
lain, peluang untuk tegaknya tatanan politik
demokratik di segenap penjuru dunia adalah

sangat terbuka, jika perjuangan gerakan
pro-demokrasi tidak dikendorkan. Ini ber-
makna manusia akan menemukan satu
situasi kehidupan yang lebih baik lagi di
masa depan, seiring dengan prestasi me-
reka dalam membangun kenikmatan ma-
terial-duniawi khususnya dan dalam me-
ngarungi perjalanan industrialisasi atau
modernisasi umumnya.

Yang menjadi soal ialah bahwa hidup
ini bukan hanya berdimensi politik dan eko-
nomi semata-rmata. Di luar kedua dimensi
ini perlu pula diperhatikan berbagai aspek
lainnya jika sasaran akhir dari segala re-
kayasa pembangunan adalah mengangkat
martabat manusia dalam arti menyeluruh,
misalnya dimensi spiritualitas. Jika tidak,
jangan diharap abad ke-21 dapat menjaji-
kan kehidupan kemanusiaan yang lebih
baik daripada sekarang, bahkan akan ber-
tambah buruk. Dalam hal ini, agama juga
dapat memberikan sumbangan dalam pro-
ses demokratisasi masyarakat. Hal ini sa-
ngat tergantung pada kemampuan para
“akademisi agama” dalam menjabarkan
nitai-nilai dan ajaran universal-deduktif aga-
ma tentang politik dalam arti keseluruhan. e
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